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ABSTRAK

Imro’atun Navida. 2015. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen
Terhadap Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah Dikaitkan Dengan Penjelasan
Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Skripsi Jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I

H.Sam’ani Sya’roni, M. A, Pembimbing II Dr.Ali Trigiyatno,M.Ag.

Aturan isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan
berdasarkan Agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Schingga
perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, karena tidak
memiliki Buku Nikah. Oleh karena itu, untuk memperoleh Buku Nikah pasangan
suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya harus mengajukan isbat nikah
ke Pengadilan Agama. Adapun peraturan mengenai isbat nikah telah diatur dalam
Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor
3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undanga No.12
Tahun 2011 disebutkan bahwa KHI tidak termasuk dalam hierarki perundangan-
undangan karena masih berbentuk Inpres. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah
asas hukum “Lex Superior Derogat legi Inferior” (hukum yang lebih tinggi
menyampingkan hukum di bawahnya). Akan tetapi hakim Pengadilan Agama
dalam mengabulkan permohonan isbat nikah menggunakan KHI sebagai dasar
hukumnya. Padahal kedudukan KHI berada di bawahnya Undang-undang
Peradilan Agama.

Pada penelitian ini, penulis akan mengungkap bagaimana pandangan hakim
Pengadilan Agama Kajen terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan
dengan penjelesan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan
Agama dan landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen dalam
mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan
setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Jenis penelitian dalam penulisan
ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis (sociological yurisprudence). Data diperoleh melalui wawancara dan
dokumentasi yang kemudian penulis analisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan isbat nikah, hakim
Pengadilan Agama Kajen tidak hanya melihat dari peraturan perundang-undangan
saja, namun mempertimbangkan pula dari sisi-sisi yang lain dan menggunakan
KHI sebagai landasan hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah
walaupun kedudukannya di bawahUndang-undang. Hal ini disebabkan karena
secara singkat KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial
bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun yang menjadi dasar dan
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara isbat
nikah adalah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, baik yang
pernikahannya terjadi sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang
Perkawinan. Selain itu, bahwa perkawinan para pemohon yang mengajukan isbat
nikah benar-benar sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai agama.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya,
mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan
perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu
perkawinan sangat diperlukan.® Sehingga menjadi hal yang sangat prinsipil
dalam memperhatikan keabsahannya.>

Di dalam pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tzahun 1945 disebutkan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah™

Adapun kriteria keabsahan suatu perkawinan, telah diatur dalam pasal
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk
selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan), sebagai berikut:
(1)  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*
Di dalam hukum (undang-undang) perkawinan yang tidak kalah
penting terutama di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai cirl

utamanya ialah asas legalitas, yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap

perkawinan wajib dicatat oich petugas (pejabat) yang berwenung. Dengan

'Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:PT.Bulan
Bintang,1993), him.2

? M.Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Tanpa penerbit, 2009, him.11

* Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan




penerapan asas legalitas (pencatatan nikah) yang lebih maksimal sebagai
salah satu asas dalam perkawinan, kemungkinan praktik kawin ;li bawah
tangan (kawin sirri) yang banyak terjadi di masyarakat manapun diharapkan
akan dapat ditekan sedemikian rupa.’

Di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
¢. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan,
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974;
¢. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau 1stri,
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.®

Adapun penjelasan tentang halangan perkawinan yang dimaksud
dalam pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yaitu telah disebutkan dalam pasal 8 s/d

10 Undang-undang Perkawinan.’

* Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2005), him.188
® Pasal 7 Ayat 1 s/d 4, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2000), hlm.15-16
"Pasal 8, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tii menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isten,
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;




Perkara-perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut)

Pengadilan Agama adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut
dengan Undang-undang Peradilan Agama), yaitu bahwa;
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf,
(f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah”.?

Dalam Penjelasan pasal 49 huruf (2) Undang-undang Peradilan
Agama yang dirinci menjadi 22 jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada
yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan
(voluntair) salah satu perkara permohonan (voluntair) yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama adalah isbat nikah. Khusus kewenangan
Pengadilan Agama di bidang perkawinan yaitu pada Penjelasan pasal 49
huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradiian Agama berbunyi:
a.”Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan
dilakukan menurut syari’ah”, antara lain: 22. Pernyataan tentang sahnya

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.”

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang
kawin”,

Pasal 9: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang
ini”.

Pasal 10: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan
perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain”,

¥ Pasal 49 Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama,

? Pasal 49 huruf (a) angka( 22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama




Dari ketentuan tersebut, dapat dijelaskan jika ditinjau dari hierarkis
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, bahwa KHI sebagai /npres (Instruksi Presiden) tidak termasuk ke
dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan tingkatannya jauh di
bawah Undang-undang, oleh karena itu ketentuan Inpres tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas “Lex
Superior Drogate Legi Inferior” (hukum yang lebih tinggi menyampingkan
hukum di bawahnya), sehingga ketentuan dalam KHI Pasal 7 Ayat (3)
tersebut dapat dibatalkan.'®

Mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dengan adanya Akta
Nikah yang telah diatur dalam Undnag-undang, sampai saat ini sebagian
masyarakat masih melakukan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas
Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas yang resmi yang diserahi tugas itu.'!

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan
hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua-duanya merupakan pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata.'> Hakim merupakan individu yang berpengaruh di
Pengadilan Agama, karena memiliki wewenang dalam memutuskan suatu

perkara.

M Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit., hlm 39-40
" Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta; PT, RajaGrafindo Persada, 1998),

hlm.109
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** Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.




Dari permasalahan tersebut, bahwa menurut Penjelasan pasal 49 huruf
(a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (3) huruf
(d) KHI, isbat nikah hanya berlaku bagi pasangan yang menikah sebelum
berlakunya Undang-undang Perkawinan. Namun dalam prakteknya di
Pengadilan Agama Kajen permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi
sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan ternyata
dikabulkan. Hal ini berdasarkan atas data yang penulis peroleh mengenai
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2013-2014,
dengan prosentase di tahun 2013 terdapat 12 permohonan isbat nikah dan di
tahun 2014 terdapat 8 permohonan isbat nikah. Sehingga penulis tertarik
untuk mengkaji dan kemudian menyajikannya dalam sebuah skripsi dengan
judul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN
DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22)
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA”
Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang akan diangkat dalam penellitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal

7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (@)




angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

2. Bagaimanakah landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen
tentang isbat nikah yang pemikahannya terjadi sebelum dan setelah
berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap
pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49
huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama.

2. Untuk menganalisis landasan pemikiran Pengadilan Agama Kajen tentang
isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya
Undang-undang Perkawinan.

Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan di
bidang hukum Islam kaitannya dalam bidang figih munakahat, khususnya
tentang ketentuan isbat nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22)
Undang-undang Peradilan Agama.

2. Dan dari hasil penelitian ini juga menambah pembendaharaan pemikiran
dalam dunia akademis serta sebagai bahan studi bagi pengkajian
selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang sama.

3. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).




E. Telaah Pustaka

Diantara kajian-kajian yang membahas tentang isbat nikah, yaitu
Skripsi dengan judul “Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang
Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg” yang ditulis oleh Uyun Nailufar mahasiswi
STAIN Pekalongan 2012. Dalam skripsi ini yang dikaji yaitu mengenai
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam penetapan isbat nikah
nomor; 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg, pada penetapan putusan tersebut dijelaskan
bahwa ketika melangsungkan pernikahan antara keduanya telah memenuhi
syarat dan rukun nikah serta dihadiri pula oleh PPN akan tetapi
pernikahannya tidak dicatatkan. Sehingga permohonan tersebut dikabulkan
oleh hakim Pengadilan Agama Batang. "

Skripsi lain berjudul “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Salatigpa Tahun 2009-2011)” yang ditulis oleh Asa
Maulida Sulhah, mahasiswi STAIN Salatiga Tahun 2012. Penelitiannya
mengkaji tentang faktor pendorong masyarakat Salatiga melakukan isbat
nikah adalah karena buku akta nikahnya hilang, Sedangkan pelaksanaan isbat
nikah di Pengadilan Agama Salatiga jarang terjadi, hanya tujuh permohonan
yang diajukan dari tahun 2009-2011. Dan dalam memutus permohonan isbat

nikah, pertimbangan hakim sesuai ketentuan perundangan-undangan yang

13Uyun Nailufar, “Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Nomor
0010/Pdt.P/2011/PA.Btg”  Skripsi Sarjana  Syari’ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN
Pekalongan, 2012)




berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI)."

Penelitian lain yang masih berkaitan dengan isbat nikah yaitu
penelitian yang ditulis oleh Abdil Baril Basith S.Ag SH MH, yang berjudul
"Pihak-pthak Dalam Perrmohonan Pengesahan Nikah” dalam Jumnal
Mimbar Hukum, Nomor 75, 2012. Dalam penelitian ini lebih menekankan
tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah,
terutama dalam perkara permohonan isbat nikah bagi satu pasangan yang
sudah terikat perkawinan, dengan kata lain mengenai permasalahan
permohonan isbat nikah namun dalam keadaan poligami.'

Skripsi Laila Hasanatus Shofa mahasiswi TAIN Walisongo Semarang
Tahun 2009 dengan judul “Analisis Penetapan Peimohonan Isbat Nikah
Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama
Semarang”. Skripsi ini mengkaji atas perkara permohonan isbat nikah yang
dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Pengadilan
Agama Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengajuan
permohonan isbat nikah, pertama perkara permohconan isbat nikah di
Pengadilan Agama Semarang hampir ada tiap tahunnya. Kedua motif
pengajuan permohonan isbat nikah- setelah berlakunya Undang-undang
Pefkawinan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna

mengurus pensiunan dan mengurus akta kelahiran anaknya. Ketiga

* Asa Maulida Sulhah, “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-
2011)” Skripsi Sarjana Syari'ah, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2612).

*® Abdil Baril Basith, “Pikak-pihak Dalam Perrmohonan Pengesahan Nikah” | (JTakarta:
Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No.75, 2012), him. 114




pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah setelah Undang-
undang Perkawinan di Pengadilan Agama adalah kebanyakan motif
pengajuan permohonan isbat nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya,
sehingga hakim menganggap penting mengabulkan isbat nikah.'®

Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Maman Badruzzaman, mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Efektivitas Isbat
Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun
2008-2012)”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa sejak tahun 2008-2012 ada
39 pasangan suami istri yang mengikuti isbat nikah masal di Kecamatan
Karangampel. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri mengikuti
isbat nikah masal adalah karena mereka belum mempuityal buku akta nikah
akibat dari kelalaian tugas dari pembantu pegawal pencatat akta nikah,
masalah ekonomi, nikah sirri dan hilangnya akta nikah. Sehingga pemikahan
mereka bisa diakui oleh Negara dan mempunyai hukum tetap di mata hukum
Indonesia dengan dikeluarkannya surat putusan dari Pengadilan Agama dan
buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama.!”

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas

penelitian yang penulis teliti mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama

*®Laila Hasanatus Shofa, “Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setealah UU No.1

Tahunl974 Di Pengadilan Agama Semarang” Skripsi Sarjana Syari'ah, (Semarang: TAIN
Walisongo, 2009) .
Y Maman Badruzzaman, “Efektivitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya
Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten
Indramayu Tahun 2008-2013)”, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2013).
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Kajen terhadap pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang isbat nikah
yang dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-
undang Peradilan Agama adalah sebuah penelitian yang berbeda dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini difokuskan di
Pengadilan Agama Kajen.
Kerangka Teori

Hukum di Indonesia, di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.

Keabsahan perkawinan ini dipertegas lagi dengan pasal 4 Kompilasi
Hukum Islam yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Isbat nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan nikah, telah

diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi scbelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974;
. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
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(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri,
anak-anak mereka wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.'

Selain itu, di dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama juga
disebutkan;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f.

Zakat, g. Infak, h. Shadaqah, i. Ekonomi Syari’ah.

Selanjutnnya pada pasal 49 dijelaskan dalam Penjelasan pasal 49
huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama disebutkan:

a. Perkawinan; Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang
diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang
berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain;

(22) Pemyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain™"®
Ternadap masalah isbat nikah yang diatur dalam pasal 7 KHI, yang
mana ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Peradilan Agama. KHI tampaknya telah memperluas dan
mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
tentang isbat nikah yang melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh
undang-undang tersebut.*’
Mengenai masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus

suatu perkara, bahwasannya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

yang menjadi kewenangannya dapat menggunakan hukum acara atau hukum

Paqal 7 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHT)

' Pasal 49 dan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit hlm. 35
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pembuktian berdasarkan HIR dan R.Bg sepanjang tidak diatur secara tegas di
| dalam Undang-undang Peradilan Agama.’'

Berkenaan dengan kewenangan dan tingkatan peraturan, dalam ilmu
hukum terdapat istilah hierarki perundang-undangan. Hierarki artinya urutan,
tingkatan atau jenjang. Hierarki perundang-undangan maksudnya peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti halnya dinyatakan
dalam salah satu asas hukum “Lex superior derogat legi inferiori”(peraturan
perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan
perundang-undangan tingkat lebih rendah). Apabila ketentuan tentang
peraturan isbat nikah telah diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka
{22) Undang-undang Peradilan Agama dan diatur pula dalain pasal 7 KHI,
maka secara yuridis hakim dalam mengabulkannya melihat terlebih dahulu
pada ketentuan peraturan yang terdapat pada Undang-undang Peradilan
Agama. Karena tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang Peradilan
Agama.

Secara resmi KHI merupakan hasil konsesnsus (fjma’) ulama’ dari
berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara
nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.
Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum

Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.?

* Eman Sulaiman, Problematika Hukum Dan Kelembagaan Di Peradilan Agama
Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Di STAIN Pekalongan, 8 Desember 2014, him.3

% Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum
Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. §
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KHI merupakan langkah awal, KHI belum final dan belum sempurna.
Pengkéji dan perumusnya adalah manusia biasa dengan segala “epemiral”
yang melekat pada diri mereka. Oleh karena yang membuatnya terdiri dari
manusia-manusia yang bersifat epemiral, sudah pasti KHI banyak sekali
mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan.”
Sebagaimana telah dijelaskan oleh penjelasan pasal 49 huruf (a) angka
(22) Undang-undang Peradilan Agama di atas bahwa perkawinan (termasuk
nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang dapat diajukan permohonan
isbat/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang
dilakukan sebelum diundangkannya Undang-undang Perakawinan, dan
perkara permohonan isbat nikah itu adalah perkara voluntair. Dan setiap
perkara termasuk perkara voluntai,r, jika tidak ada ketentuan Undang-undang
yang mengatur dan menunjuknya, maka pengadilan tidak boleh
menyelesaikannya, artinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan
Agama.®*
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
normatif (kepustakaan) yang dikombinasikan dengan penelitian hukum

empiris (lapangan).

23Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan A gama. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), hlm. 54
= M.Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit hlm. 34
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2. Pendekatan Masalah
Peﬁdekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan madzhab sociological

Jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif

(peraturan perundangan), namun mengamati bagaimana reaksi dan

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

masyarakat.?’
3. Sumber Data
Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer merupakan sumber data vang diperoleh secara
langsung dari nara sumbemnya, yang dalam hal ini penulis
menggunakan metode wawancara (interview) kepada hakim Pengadilan
Agama Kajen sebagai nara sumbernya.

2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil
penelaahan kepustakaan dan study dokumen. Jika dilihat dari segi
bentuknya, data sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu:

a.” Bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Kajen.
Dalam hal ini penulis menghimpun bahan hukum putusan
Pengadilan Agama Kajen mengenai isbat nikah tahun 2013-2014.

0. Bechan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa

* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.47
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan
isbat nikah, seperti: Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau
disebut juga dengan bahan hukum pelengkap, yang dapat berupa
kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang
bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis
bertujuan untuk memberikan gamabaran atau pemaparan atas subjek dan
objek penelitian sebagaimana hasil peneliitian yang dilakukan.”® Di sini
penulis memaparkan dan menganalisis hasil wawancara dari hakim
Pengadilan Agama Kajen tentang pertimbangan hukumnya dalam
mengabulkan penetepan putusan isbat nikak relevansinya dengan

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

* Ibid, him. 192
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk rnempermudaﬁ penulisan penelitian ini, maka secara garis
besar penulis membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian utama. Adapun
sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab [ berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum hierarki perundang-undangan di
Indonesia, meliputi: susunan hierarki perundang-undangan di Indonesia, asas-
asas perundang-undangan, ketentuan isbat nikah dalam KHI dan Undang-
undang, kedudukan KHI dalam tata perundang-undangan di Indonesia.

Bab III berisi pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap
pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 huruf
(a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
meliputi: Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kajen, Kedudukan
hakim berhadapan dengan Undang-undang, Pandangan hakim Pengadilan
Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan
penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Bab IV berisi Analisa atas pandangan hukum hakim Pengadilan

Agama Kajen tentang isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan
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_setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, meliputi: Analisa pandﬁngan hakim Pengadilan Agama Kajen
terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan pasal 49 huruf (a)
angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan
Analisa landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen tentang isbat
nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran.




BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Ketentuan isbat nikah telah diatur di dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan
pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa KHI tidak termasuk
dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
dikarenakan masih berbentuk Inpres. Secara teori memang benar tentang
asas yang menyatakan “Lex Seperior Derogat lgi Inferior” (hukum yang
lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya). Akan tetapi hakim
Pengadilan Agama Kajen menggunakan KHI sebagai landasan hukum
dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Karena secara
singkat KHI disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan
hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama
Kajen dalam memutus perkara isbat nikah adalah dengan
mempertimbangkan kemaslahatan umat dan tidak hanya melihat dari sisi
perundang-undangan saja, baik itu yang pernikahannya terjadi sebelum
atau sctelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahuni974 tentang
Perkawinan. Selain itu, bahwa perkawinan para pemohon yang mengajukan

isbat nikah benar-benar sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai agama.
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B. Saran

1. Menyadari bahwa isbat nikah sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi
perkawinan yang tidak memiliki Akta nikah untuk melindungi hak-haknya
dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mercka
serta untuk ketertiban administrasi negara, maka diharapkan ketentuan
tentang peraturan isbat nikah tersebut harus direvisi dan diharapkan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa ditingkatkan menjadi Peraturan
Pemerintah ataupun Undang-undang. Agar Pengadilan Agama memiliki
legalitas dalam mengisbatkan pernikahan secara optimal.

2. Bagi para hakim Pengdilan Agama, harus berhati-hati dalam memeriksa dan
memutus permohonan pengesahan/isbat nikah, agar proses pengesahan/isbat
nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyeludupan
hukum. Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau nikah sirri, maka perlu adanya
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan
agar memiliki Akta Nikah. Karena tidak semua permohonan isbat nikah

dengan alasan nikah sirri dikabulkan di Pengadilan Agama.
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WAWANCARA KEPADA HAKIM

Responden/Nama Hakim :

1.

2

Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?
Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan
pernikahannya?

Jika dilihat dari asas “Lex Superior Drogate Legi Inferior” (hukum yang
lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan
isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a)
Angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa
tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim
terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal
49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang peradilan Agama?

Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam
menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?
Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus
perkara isbat nikah yang pemnikahannya terjadi sebelum dan setelah
berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya
mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-
sumber lain?

Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah

yang ditolak?




WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Khaeruddin. M.H.I
Waktu : 9 Februari 2015, pukul 10.30-12.00 Wib
Tempat : Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?
Awal mula ketentuan isbat nikah ini sejak adanya Undang-undang yang
mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, yakni Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989.

2. Faktor .apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan
pernikahannya?

Diantaranya yaitu: Penngajuan isbat nikah yang dikumulasikan dengan
perceraian, untuk memperoleh gaji pensiunan veteran, untuk kepentingan
mengurus akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan harta gono-gini.

3. lika dilihat dari asas “Lex Superior Drogate Legi Inferior” (hukum yang lebih
tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat
nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka
22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI
berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang isbat nikah dikaitkan dengan
Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang Peradilan Agama?
Secara teori, benar bahwa hal tersebut dapat dibatalkan. Namun, secara

praktek hakim dalam memutus perkara tidak hanya pada corong Undang-




undang, akan tetapi disesuaikan pula dengan kondisi masyarakat dan berfikir
progresif.
. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam
menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?
Dasar pertimbangannya bahwa Pemohon dan Termohon dalam melaksanakan
pekawinan  telah memenuhi syarta dan  rukunnuag, Selain itu dalam
pertimbanngannya hakim juga dengan menggunakan ushul figih, yakni dari
segi maslahah mursalahnya.
- Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus
perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
Karena untuk kemaslahatan seperti untuk mengurus akta kelahiran anak.
Masalah dikabulkan atau tidak itu tergantung dari kepentingan yang diajukan
kaitannya dengan isbat nikah.
. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya
mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-
sumber lain?
Dasar yang dipakai dalam memutus perkara diantaranya:

a. Doktrin, seperti: yurisprudensi, ushul Jigih dan pendapat para ulama”

b. Fakta sosial, seperti: untuk kepentingan anak yaitu dengan menggunakan

Undang-undang perlindungan anak.
c. Hukum progresif, akan tetapi yang mempunyai dasar kuat karena hukum

itu harus berkembang,




7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah
yang ditolak?
Pertama dilihat dulu dari kasusnya, dalam hal ini hakim bersifat kasuistik
dalam memutus suatu perkara. Jika menyangkut harta waris dan harta gono-
gini yang merugikan salah satu pihak, maka permohonanya ditolak. Adapun
yang diterima diantaranya permohonan isbat nikah yang diajukan untuk
kepentingan anak, untuk memperoleh gaji pensiunan veteran, untuk MENGUIUS

perceraian yang dikumulasikan.




WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Subroto. M.A
Waktu - 10 Februari 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB
Tempat - Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pen gadilan Agama?
Sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dengan tujuan untuk mewwjudkan ketertiban administrasi negara.

2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan
pernikahannya?

Diantaranya yaitu: pengajuan isbat nikah disebabkan untuk kepentingan anak
yakni pembuatan akta kelahiran. Selain itu, isbat nikah untuk kepentingan
harta bersama.

3. Jika dilihat dari asas “Lex Superior Drogate Legi Inferior” (hukum yang lebih
tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat
nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Peajelasan Pasal 49 huruf (a) Angka
22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI
berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7
KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka
(22) Undang-undang peradilan Agama?

KHI merupakan hukum yang sudah dirangkum para ulama yang dikuatkan
dengan dengan Inpres, dan KHI tidak termasuk dalam struktur perundang-
undangan. Namun, KHI adalah hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu,

KHI sebagai pelengkap dari rujukan utama Undang-undang Peradilan Agama.




. Oleh karena itu kedudukan KHI berada di bawah Uf?d@f?g—t:f?dang tersebut.
Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menolak untuk memutus suatu perkara
yang tidak terdapat dalam undang-undang. Sehingga hakim mengabulkan
permohonan isbat nikah walaupun pernikahannya terjadi setelah berlakunya
Undang-undang Nomor! Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dan diharapkan
KHI secepatnya agar dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan di
Indonesia.

. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam
menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?

Dasar utamanya yaitu untuk kepentingan anak, seperti  halnya untuk
memperjelas status anak dan pembuatan akta kelahiran anak. Selain itu, yang
menjadi dasar pertimbannngan adalah untuk ketertiban administrasi nagara
(tertib hukum) tentang perkawinan.

- Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus
perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Permohonan isbat nikch yang pernikahannya terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang Perkawinan jelas dikabulkan, karena aturannya nyata.
Sedangkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi setelah
berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka perlu adanya istinbat hukum
oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Yakni dengan

mempertimbangkan kemaslahatan perkawinan dan keluarga.




6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah ‘hakim hanya
mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-
sumber lain?

Selain perundang-undangan, hakim juga merujuk pada KHI dan menggali
hukum yang hidup di masyarakat demi kemaslahatan seperti halnya disebutkan
dalam kaidah figih:
ALl L s Ryl o Vo 3y
“Pelaksanaan kepemimpinan terhadap rakyatnya diikat oleh kemaslahatan”,
sejalan dengan menarik kemaslahatan dan meninggalkan kemadharatan.

7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah
yang ditolak?

Permohonan isbat nikah yang diterima diantaranya permohonan yang
didasarkan pada kepentingan anak. Sedangkan yang ditolak diantaranya
permohonan isbat nikah yang di dalamnya ada unsur politis hubungannya

dengan harta benda.




WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Imam Magqduruddin Alsy
Waktu : 13 Fabruari 2015, pukul 10.30-11.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?
Ketentuan isbat nikah berawal sejak adanya sengketa yang terjadi di
masyarakat mengenai pentingnya akta nikah. Baik itu untuk Mengurus
kepentingan anak, misalnya pembuatan akia kelahiran ataupun harta waris.
Karena bukti otentik terjadinya suatu perkawinan (akta nikah) sangat penting
dan sangat dibutuhkan. Sehingga ketika suami istri yang telah menikah tidak
memiliki akta nikah, maka mereka akan mengajukan permohonan isbat nikah
di Pengadilan Agama.

2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan
pernikahannya?

a. Karena hilangnya akta nikah

b. Untuk kepentingan anak, misalnya dalam mengurus pembuatan
akta kelahiran anak

c. Untuk mengurus harta warisan

d.  Untuk mengurus dispensasi nikah

3. Jika dilihat dari asas “Lex Superior Drogate Legi Inferior” (hukum yang lebih
tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat
nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka
22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI




berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7
KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka
(22) Undang-undang Peradilan Agama?
Walaupun Undang-undang Peradilan Agama tingkatannya berada di atas
KHI, bukan berarti hakim dalam memutus perkara isbat nikah menggunakan
KHI dan mengalahkan Undang-undang tersebut. Akan tetapi di sini para
hakim juga melihat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam
mengajukan permohonan isbat nikah yakni untuk kemaslahatan.
. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen
dalam menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?
Diantarannya adalah mempertimbangkan kemaslahan wmat, seperti dalam
kaidah figih yang berbunyi:

Tadeadl Jasia Ko Tl e oY (e
“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan
dan kemaslahatan rakyatnya”.
. Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus
perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
Dalam memutus perkara isbat nikah, baik yang perkawinannya terjadi sebelu
ataupun setelah beerlakunya Undang-undang Perkawinan, yakni karena

melihat dan mempertimbanghkan kepentingan dan kemaslahatan umat.




6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya
mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-
sumber lain?
lidak hanya undang-undang saja, akan tetapi hakim juga menggunakan Al

quran dan hadits serta pendapat para ulama dalam mengabulkan permohonan

isbat nikah.

7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah
yang ditolak?
Isbat nikah yang diterima diantaranya permohoan isbat nikah untuk mengurus
kepentingan anak. Sedangkan yang ditolak diantaranya adalah ketika alasan
yang diajukan Pemohon I dan Pemehon 11 tidak terbukti. Atau bukti-bukti yang

ditunjukkan tidak konkret.




SALINAN

PENETAPAN
Nomeor 0032/Pdt.P/2014/PA.Kjn.

3

e JJI Ufjﬁ ;u!l p
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan

oleh :

R || umurﬂ tahun, agama [slam, pendidikan

&P pekerjaan CEREETIEEIEEEIEE tempat kediaman di
Sintiensrionnite Decsc Sammmmimg Kecamatan

oencdagay  Kebupaten  Pekalongan,  sebagai
Permohon |; '

, umur & tahun, agama Islam,

pehdidikan d&@ip pekerjaan Pembantu, tempat kediaman

: IS Deso Gwmmmimgp Kecamatan
&y, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon Il;----

Pengadilan Agama tersebut ;--------= - s
Telah membaca -memeriksa dan mempeiajarl berkas perkara ;-*---- eeee

Telah rru’:*ndengahr kelerangan Pemohon [ dan Pemohon |i dan alat-alat

bukti baik bukti surat maupun saksi ;- ‘ s
TENTANG DUDUK PERKARANYA .
Menimbang,‘bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon |

dé_n Pemaohon Il tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraarr:__.,___
Pengadilan ,ﬂ-\gama tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 dengan register
perkara Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA Kjn. telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut 1-—-mmmeoo- e

1. Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il pada tang-gal"DQ April
1997, di Desa Kecamatan J&Semmemp, Kabupaten

Pekalongan, dengan wall nikah ayah Pemohon nama &

disaksikan 2 ({dua) orang saksi nikah masing-masing bernama

» dengan maskawin Derupa uang sebesar

Halaman 1 dzn1 9 halaman
Penetapan Nomor GO32/PdLP/203IPAK)N.




SALINAN

Rp.200.000- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri
Pegawai perangkat desa Pakumbulan Kecamatan Buaran nama
EXRE (2(m) dan ERAEER - -mon s
9 Antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah d&R
sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

u'ndangan yang berlaku;
3. Setelah menikah, Pemohon | dengan Pemohon Il bertempat tinggal di

Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan

telah dikaruniai 3 orang anak bernama:----
2. SRRy, n 3. —

4. Selama hidupnya Pemochon | bekerja sebagai Buruh harian lepas;-----

5. Bahwa Pamohon Il adalah satu-satunya istri Pemohon | dan sampai

sekarang belum pernah bercerai;-—
6. Bahwa sejak pernikahan pada tanggal 09 April 1997, Pemohon [ dan
Pemohon 1l belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan e
Kabupaten Pekalongan dan ketika Pemohon | dan Pemohon Il minta ..
Kutipan-Akta Nikah, namun’dalam buku register gkta nikah tahun
1997 yang ada di KUA Kecamatan e, pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon I tidak tercatat sesuai dengan surat dari KUA
Kecamatan amemge Nomor: (EEEE————————— taggga!&

7. Bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan dalam rangka

untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, serta ljazah

Sekolah anak Pemohon;------==m=mmsmmmmmmmmmmmm oo sm oo =
Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon |l-mchon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen segerar
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut i----—----mmsmmmermmomaee
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon [[}------=--rmmm-e-
2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (St

sty dengan Pemehon || & B AR

yang ditangsungkan pada langgal Gk

=

Kecamaian Sugsmp . Kabupaten Snambsmeegy - T

Halaman 2 dan 8 halaman
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3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon [[;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;---------mmem e s S A

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkar,

Pemohon | dan Pemohon Il telah hadir sendiri di persidangan;----—~---------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan

Pemohon | dan Pemohon Il a quo, yang pada pokoknya isinya tetap

dipertahankan oleh Pemoheon | dan Pemohon Il ;

a

* Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

quo, Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan saksi anak

kandung Pemohon : —

{, umur &# tahun, agama

Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di RT. inisy Desa Snmiiony

Kecamatan <mesggp Kabupaten Pekalongan, saksi memberikan

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon | dan Pemohon l;--=-------

Bahwa, dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai

3 orang anak;---- -
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il selama membina rumah tangga

tidak pernah cerai hingga sekarang dan Pemohon | tidak pernah

menikahi wanita lain selain dari Pemohon Il; -
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il akan mengajukan permohonan
isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, karena Akta Kelahiran
saksi dan adik-adik saksi serta ljazah Sekolah saksi dan adik-adik
saksi. Dan saksi dan adik-adik ingin diakui ﬁlempunyai ayah kandung

karena selama ini akta kelahiran dan ijazah saksi tidak tercantum nama

ayah kandung saksi; S—
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il akan mengajukan permohonan

isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta ljazah

Sekolah anak Pemohon;---------==--memmcemmmmen - -

Menimbang, bahwa selain saksi anak kandung Pemohon | dan

" Pemohon |, juga mengajukan alat bukli tertulis dan saksi-saksi sebagai

T T N W . .S S .

Halaman 3 dari 9 halaman
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[I. Saksi-saki :
1. REESENEEEREEEY |mur @@ tahun, Agama Islam, Pekerjaan

" @asan. Tempal kediaman di GRS Dcs: CHEEEK,
Kecamatan &zmesep Kabupaten Pekalongan, setelah bersumpah

Bukti tertulis

s

Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | yang
dikeluarkan Camat (eeoesmimw Kabupaten Pekalongan Nomor:
SiThiRaSRASRERY (2nggal MIRREERERP olai Dukti tersebut teldh

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya

ditandai dengan P.1; ---------- S

. Asli Surat Keterangan lisbat Nikah atas nama Pemohon Il yang

dikeluarkan Kepala Desa [elsssiagge Kecamatan Buaran,
Kabupaten Pekalongan Nomor: +SEIEERERENEREy (ongsa! @9
EEERP . 2 at bukii tersebut selanjutnya ditandai dengan P.2;-----—-
Asli Surat Pengantar Itsbat Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan dmmmmp Nomor: dimiaSicbeisy
EENORSIAEED tanggal dEmtSmiRey, alat bukti tersebut selanjutnya
ditandai dengan P.3;

selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: ---------—---

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon | dan kenal dengan

Pemochon If; -=-------- --- - e
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon | dan Pemohon |l adalah
pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal

@i8F di Deso amammsmey, Kocamatan Jigmmssp Kabupaten
Pekalongan; -------- o=

- Bahwa, saksi hadir pada “waktu Pemohon | menikah dengan
Pemohon Il dengan wali nikahnya adalah s (ayah kandung
Pemohon Il) dan dihadiri 2 saksi yang masing-masing bernama

SSahRTEEREEEE® (a0 maharnya sebesar Rp. 200.000- (dua

ratus ribu rupiah);-----==--===-memm oo e
- Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan Pemechon | dengan
Pemohon Il dihadiri oleh masyarakat sekitar dalam acara walimah
dan dihadid pula oleh Kaur Kesra Desz Simraisarae namun fidak
aria Pzlugas dari KUA, karena tidak bisa didaftarkan ke KUK

Halaman 4 dan 9 halaman
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disebabkan Pemochon | dan Pemohon [l waktu itu belum

memenuhi syarat umur pernikahan; -- ==
- Bahwa, antara Pemochon | dengan Pemohon || tidak ada halangan

nikah menurut hukum syari'ah; -=--=s-=smmmrommmsrmss s oommmn oo

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l telah

dikaruniai 3 orang anak; ----------=-=s=m=m=us : --
- Bahwa, Pemohon 1 dan Pemohon II selama membiné rumah
tangga tidak pernah cerai hingga sekarang dan Pemohon | tidak

pernah menikahi wanita lain selain dari Pemohon I} -—-=-===-mmemme-

- Pemohon | akan mengajukan permohonan isbat nikah untuk

mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta ljazah Sekolah

anak Pemohon;

2. dsrhterteeicupeites (mur &% tahun, agama Islam, pekerjaan
Kepala Dusun [l Desa dmismmonisw, tempat tinggal di ERTRRCE
Desa Jmmmmmmiey Kecamatan e Kabupaten Pekalongan,
setelah bersumpah selanjutnya saksi memberikan keterangan

sebagal berikul;----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemchon Il dan kenal dengan”

Pemohon I, -

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon | dan Pemohon I adalah
pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal i |
&y Ji. Desc Salswmmgimy. Kecamatan P, Kabupaten

Pekalongan; -- - -

- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon | menikah dengan
Pemchon |l dengan wali nikahnya adalah dmmese (ayah kandung
Pemohon II) dan dihadiri 2 saksi yang masing-masing bernama
ek (|21 SN dan maharnya sebesar Rp. 200.000- (dua-,

ratus ribu rupiah);-—---- _ E -

- Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon |{ dihadiri oleh masyarakat sekitar dalam acara walimah
dan dihadiri pula oleh Kaur Kesra Desa dumuamgy, namun tidak
ada Petugas dari KUA, karena tidak bisa didaftarkan ke KUA
diszhabkan Pemohon | dan Pemoher; Il waktu ity belum

memanuhi syarat umur permikahan ---------- coosmmmmmmsmosomes e

Halzman 5 darn 9 halaman
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- Bahwa, anlara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan
nikah menurut RUKUM SYari'ah; <—m---mmmrsmsmmmmmsmmmroemom oo
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon [l telah

dikaruniai 3 orang anak; -------—-—-=------== e R

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon [| selama membina rumah
tangga tidak pernah cerai hingga sekarang dan Pemochon | tidax
pernah menikahi wanita lain selain dari Pemohon [[;--~---- —

- Pemohon | akan mengajukan permohoﬁén jsbat nikah uniuk

mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta ljazah Sekolah

anak Pemohen; ------
Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon i telah
menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana

permahonannya dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya

segera diputus; - -

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan

ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang

tercanturn dalam berita acara persidangén ataé p'erka'fa T
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ma!;sud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim  memeriksa
Kompentensi Absolut dan Kompentensi Relatif dalam perkara ini, maka

Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang

Pengadilan Agama Kajen; i it
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara
permohonan isbat nikah ini karena Pemohon | w
cEmmEy, dan  Pemohon |l vW)
telah melakukan pernikahan pada tanggal AT AR dan.'-'-
pelaksanaannya téiéh memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang
sesuai dengan hukum Islam, namun pernikahannya belum dicatatkan di
buku Register Nikah KUA Kecamatan e, ang akibatnyahingga saat
ini tidak memiliki Buku Akta Nikah, padahal buku nikah tersebut sangat
dibutuhkan dalam pembuatan Akie Kelahiran anak-anaknya agar anak-’
anakn o mernilik status yang jelas anak kandung dari Pemchen ! dan

e TolaTel: (|

Halaman 6 dan 9 halaman
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Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon | dan
pemohon |l dan memperhatikan alat bukti (P.1, P.2, dan P. 3) serta
keterangan saksi-saksi (GRS |20 TR |
kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon | dan Pemohor #l,
maka majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, bahwa

" pernikahan Pemohon | _ dan Pemohon Il
) telah melaksanakan pernikahan
menlkah pada tanggalﬂ di Desa dminmnasie® Kccamatan
Gammmo Kabupaten Pekalongan dan pernikahannya telah syarat dan

rukun pernikahan hukum Islam;- e

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon i telah
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak.
memenuhi pasal 2 ayat (2) dan Pas! 7 Undang — Undang Nomor 1 tahun-

1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon | dengan

Pemohon Il telah melahirkan 3 orang anak;

~ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan bahwa bahwa anak-anak Pemohon [ dan Pemohon |l merasa -
malu dan menderita batin karena dalam akte kelahirannya tidak tercantum
nama Pemohon | sebagai ayah kandungnya dan apabila keadaan ini
terjadi terus sampai anak terebut dewasa maka akan mempengaruhi
perkembangan jiwa anak, Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk
melindungi hak-hak dasar si anak merupakan upaya menghilangkan
kemadharatan bagi pertumbuhan kehidupan si anak, Oleh I(arenanya
dalam hal ini Majelis Hakim harus melindungi hak-hak dasar si anak.
Sehingga Majelis Hakim harus mengabaikan kaidah hukum yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 UU Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam dengan menerapkan kaedah fikhiyyah di dalam

Kitab Al Bayan halaman 38 disampaikan :---

cgua;h PN S PR AW A

“Menolak  kerusakan  diutamakan  daripada  daripada  menarik
kemasiahelan"; —---sc-omom oo oo
Dengan pertimbangan bahwa norma hukum yang diatur dalam Pasal ¢
ayal (2! Pasal 7 UU Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum
lslai  adaizin untuk  kspentingan  administrasi  tata usaha negara

Halaman 7 dan 9 halaman
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(maslahah) sedangkan melindungi hak-hak dasar si anak merupakan
upaya menghilangkan kemadiaratan pertumbuhan kehidupan si anak.
Oleh karenanya melindungi hak-hak dasar anak harus didahulukan

daripada masalah tertib administrasi;-———--—----------==-mmmmmmmemmm o

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan maka
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il sudah sepatutnya péfkara ini
dikabulkan:---

Menimbang, Bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukar untuk

mendapat Kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf

Kompilasi Hukum |slam;

Menimbang, bahwa berdésarkan pasal 89 Undang-undang nomor
7 tahun 1889 vyang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus

dibebankan kepada pemohon;
Memperhatikan, penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama.
Nomor : 2 Tahun 1990 serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; ------
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohanan Pemohon | dan Pemohon Il —---emeeommmmmee
2. Menetapkan sah permikahan antara Pemohon | R
EEEED dengan Pemohon |l (Y
SEEEEEP yong dilangsungkan pada tahun tanggal <P di
Desa ERNGIREND KeocamatanyiEmmmw Kabupaten Pekalongan; ---—----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -------- .

Demikian-Penetapan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Rabu tanggal

06 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435
Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari
Drs. KHAERUDIN, sebagai Hakim Ketua, Hj. NURJANAH, S.Ag. dan
Hj. AWLIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota penetapan
mana pada hari itu juga divcapkan cdalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadin oleh ARISTYAWAN ALl S.Ag., M.Hum. sebagai paniter:g

pengganti serta dihadiri Pemohon | dan Pemohon I.

Haisman § dan 9 haiaman
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Hakim Ketua
ttd N
Drs. KHAERUDIN
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ' ttd
Hj. NURJANAH, S Ag. | Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

- ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaft\aran *Rp. 30.000,- N
2. BAPP :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Materai :Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi :Rp.  5.000,-
Jumlah :Rp. 241.000,-

(dua ratus emmpat puluh satu ribu rupiah)

g -fsa nan yang-sama bunyinya
Oleh : '

GADILAN AGAMA KAJEN

(et TMUHADI

Hziaman 9 dar 9 halaman
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STATISTIK PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2013
PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KAJEN
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STATISTIK PERKARA YANG DITERIMA DAN DEPUTUS TAHUN 2014
PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KAJEN
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